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DI KOTA PADANG

(Elvi Rahmi, BP. 97140039, Fakultas Hukum Unand, Jumiah Hal 92, 2001)
ABSTRAK

Indonesta adalah negara hukum, maka sebagai negara hukum segala perbuatan atau
tindakan yang dilakukan baik oleh para penguasa maupun masyarakat biasa harus sesua dan
berdasarkan atas hukum. Berkartan juga dengan konsep negara hukum tersebut maka Indonesia
mengakuil dan melindungs hak asasi manusia. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia i
dikenallah profest Advokat' Penasehat hukum yang berfimpst sebapm pembela atau kuasa
maupun pendamping rakyvat dalon mendapatkan hak-haknva dalam suatu perkam vang
herkaitan dengan htkum,

MNamun tiada gading yang tak retak, dalam prakteknya banyak kim temui Advokat
Penasehart hukum vang seharusnya membantu masyarakat lebih-lebih lapi bagi masvarakat vang
buta hukum dalam menyelesaikan masalahnya justru melakvkan tindakan-tindakan vang
merugikan masyarakal umunmya atau klien khususnya vang secara tidak langsung melanggar
hak mereka untuk mendapatkan keadilan, Dengan adanya tindakan yvang menyimpang dart para
Advokat! Penasehat hukum itu berarti juga merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik
Advokat! Penaschat hukum tersebut.

Rurang teraplikasimya kode etik Advokat’ Penasehat hukum ini dalam prakicknya tidak
chschabkmm semata-mata oleh faktor Advokat' Penaschat Hukum tu sendm, melmnkmn
dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi dunia hukum umunmya dan dunia kepenpacarasn
khususnya vang ada di Indonesia ini. i mana kita ketahui adanya intervens) pemenntah atan
penguasa atas profest sckaligus orpanisast Advokat! Penasehat hukum tersebut, vang menjelma
dalam dualisme pengawasan terhadap profesi Advokat' Penasehat Hularm yaitu dengan adanya
pengawasan vang dilakukan oleh organisasi profesi Advokat! Penasehat Hukum i sendiri dan
pengawasan vang dilakukan oleh Ketua Penpadilan Negeri melalui Hakim Pengawasnva,

Drari fenomena-fenomena di atas penulis merasa tertanik untuk menelifi permasalahan
tersebut dikartkan dengan pelaksanaan kode etik Advokat! Penasehat Hukum khususnya di koia
Padang, maka penults membert judul sknpst ini dengan Pelaksanaan Kode Efik Advokat!
Penaschat Hukum di Kota Padang.

Adapun permasalshan yang ingin penulis kemukakan di sim adalah bagaimana
pelaksanaan kode etk Advokat! Penasehat Hukum di kota Padang kendala apa saja vang
ditemut dalam pelaksanaan kode etk Advokat! Penasehar Hukum serta schab-achab terjadinya
pelanggaran kode etik oleh Advokat/ Penasehat Hukum, serta bagaimana pengawasan terhadap
pelaksanaan kode etik Advokat! Penasehat Hukum dan usaha-ussha apa saja vang dapat
dilakukan agar kode etik Advokat/ Penaschat Hukum tersebut dapat terlaksana dengan schaik-
baikmya.

Metode penelittan yang penulis gumakan di simi vaitu pendekatan vundis sosiologis
dengan alat pengumpul data memakal cara wawancara/ interview dan studi dokwmen,
sedangkan pengolahan dan analisis data bersilat kualitatf yaitu menguraikan data vang didapa
berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa menggunakan angka tetspi lebih menekankan pada
pemahaman yang mendalam mengenai objek vang ditelin.

Drari hasil penclitisn dan pembahasan penulis mendapatkan  kemyvatasn bahwa
pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum belum berjalan schagaimana mestinya, hal
mi disebabkan oleh faktor dalam dan luar diri dann Advokat’ Penasehat Hukum tersebut, Pada
akhirnya penulis berkesimpulan bahwa masih banvak hal yang harus dikerjakan demi
teriaksananva kode etik Advokat’ Penaschat Hukum secara murni dan diakuinva profesi
Advokat! Penasehat Hukum terschut sebagai profesi vang mulia dan bermartabat (Officiim

Nohle)



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu nepara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, maka untuk membenkan pengavoman kepada masvarakat
diperiukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yaknt Advokat/ Penaschat
Hukum vyang profesional vang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan,
kebenaran, kepastian hukum, supremas: hukum kepada khien pada Khususnyva dan
masyarakat pencar keadilan pada umumnva.

Jika kita memperhatikan sekitar kita, banyak sekalt kita temur tingkah
polah manusia yang kurang pada tempatnva. Seringnya terjadi konflik di sana-sini
bahkan terkadang ditemui adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu
yang satu oleh individu yang lain.

Kondisi ini juga merambah ke dalam dunia profesi hukum, sering
terdengar berita bahwa dunia profesi hukum kita telah terpolust oleh tingkah laku
para profesionalnva. Salah satu profesi hukum vang kia kenal adalah prolest
sebagal Advokat/ Penasehat Hukum vang berfungsi membenkan jasa bantuan
hukum baik di bidang litigasi maupun non hitigasi. Jasa hukum litigast adalah jasa
hukum yang berkenaan dengan perselisthan hukum atau perkara di dalam atau di
luar pengadilan dan arbitrase, termasuk mengupayakan perdamaran di anlara
pthak-pihak yvang bersangkutan. Sedangkan jasa hukum non litigasi adalah jasa

~ukum di luar bidang jasa hukum litigasi. Profesi Advokat’ Penasehat Hukum



sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profest i dikenal secara
universal sekitar 2000 tahun lalu, profesi ini telah dyuluki sebagar “officium
nobile” yang berarti profesi yang mulia. "

Profesi Advokat! Penasehat Hukum i dikatakan mulia  karena
keberadaannya adalah untuk memberikan bantuan kepada masvarakat demi
mencgakkan kebenaran dan keadilan serta hak asast manusia vang lebth
mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri pribadi, dan
dalam tugasnya profesi ini bebas menentukan sikap dan tindakannya termasuk
dalam memilih klien vang akan dibantu tanpa memandang pangkat, jabatan, jenis
kelamin atau hal-hal diskriminatif lainnya, sesuai dengan apa yang dilegaskan
dalam lokakarva yang diselenggarakan oleh BPHN tanggal 9 September 1982 du
Jakarta vang merumuskan:

“Banruan hukum dibertkan wuniuk memberikan jalan kelwar dalam rangka
menjamin hak asast manusia dan sama sekali tidak mengenal perbedaan
mulu, nasehat penerangan maupun pembelaan bagt orang yang manipu
atau (idak mampu begitu juga tidak membedakan agama, keturumean, ras,
kevakinan, politik dan latar belakang budaya orang yang diberi baniuan
hukum ",

Namun sering kali ditemw orang-orang vang memalam profesi Advokat/
Penasehat Hukum ini tidak dapat menjaga idealismenva. Hal 11 bisa disebabkan
aleh faktor di luar dirinya maupun juga faktor dan dalam dirinva yang kurang
memahami essensi dari profesi Advokat! Penasehat Hukum tersebut, vaitu suatu

profesi vang bermartabat dan mulia yang sangat diperlukan keprofesionalan dalam

menjalaninya. Faktor dari luar dininva seperti keinginan untuk memenuhi

Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, Advokad dan Contemp of Court, Djambatan, Jakarta, hal 1
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian vang telah dikemukakan di atas maka dapat ditank suatu

kesimpulan sebagai berikut

1

Bahwa pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum di kota Padang
belum bisa dikatakan telah terlaksana dengan sepenuhnya, karena masih
banyak terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat/
Penaschat Hukum tersebut. Walaupun memang selama sepuluh tahun
terakhir hanya ada satu kasus yang sempat disidangkan di Dewan
kKehormatan Orgamsasi Profest IKADIN, itu tidak mengindikasikan kalau
pelanggaran terhadap Kode Etik itu sendin tidak ada tapi lebih disebabkan
karena tidak adanva pengaduan vang dilakukan oleh pihak vang merasa
dirugikan kepada organisasi profesi vang ada, atau mungkin juga terjadi
pihak yang merasa dirugikan ingin mengadukan kasus pelanggaran Kode
Etik im kepada organisasi profesi tetapi Advokat’ Penaschat Hukum itu
sendiri tidak termasuk ke dalam keanggotaan organisasi profesi sehingga
ia tidak dapat dijerat atas pelanggaran Kode Etik yang kita ketahui masing-
masing organisasi profest mempunyai Kode Etk sendiri-sendirt yang
berlaku hanya bagi para anggotanya saja. Walaupun sekarang sejak tahun
1996 telah ada Kode Euik hersama vyang diharapkan dapat menutup

kelemahan-kelemahan yang selama imi ada tapi dalam pelaksanaannya
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